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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Barang. Pencabutan.

NOMOR 104 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG PENGUJIAN MUTU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEMENDAG. Diklat SDM Bidang Pengujian Mutu

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia bidang pengujian mutu barang, perlu
dilakukan Pendidikan dan Pelatihan;

bahwa untuk menghasilkan pendidikan dan pelatihan
berbasis  kompetensi, perlu mengatur kembali
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia bidang pengujian mutu barang;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang

Pengujian Mutu Barang;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5101);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor
544);

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
14 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola
Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 545);
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1800);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
79/M-DAG/PER/9/2015 tentang Penerapan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga  Penguji
Laboratorium (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1688);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
19/M-DAG/PER/3/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan
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Menetapkan

Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
PENGUJIAN MUTU BARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka membentuk dan/atau meningkatkan kompetensi
sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Kementerian
Perdagangan.

Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan yang meliputi
penjaminan mutu barang, pengembangan
pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi
penjaminan mutu barang.

Sumber Daya Manusia Bidang Pengujian Mutu Barang
yang selanjutnya disebut SDM Bidang Pengujian Mutu
Barang adalah tenaga yang bertugas secara teknis di
bidang Pengujian Mutu Barang.

Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang
Pengujian Mutu Barang yang selanjutnya disebut Diklat
SDM Bidang Pengujian Mutu Barang adalah proses
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
membentuk dan/atau meningkatkan kompetensi SDM
Bidang Pengujian Mutu Barang.

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang
selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PMB adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengujian Mutu
Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut PMB
adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan
Pengujian Mutu Barang.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penguji
Mutu Barang yang selanjutnya disebut Diklat Jabatan
Fungsional PMB adalah Diklat yang dilaksanakan untuk
melengkapi persyaratan kompetensi Jabatan Fungsional
PMB yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
jabatannya.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sumber Daya Manusia
Bidang Pengujian Mutu Barang yang selanjutnya disebut
Diklat Teknis SDM Bidang Pengujian Mutu Barang
adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi

persyaratan kompetensi teknis SDM PMB.

Pasal 2

Jenis Diklat SDM Bidang Pengujian Mutu Barang terdiri atas:

a.

b.

Diklat Jabatan Fungsional PMB; dan
Diklat Teknis SDM Bidang Pengujian Mutu Barang.

Pasal 3

Diklat Jabatan Fungsional PMB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.

b.

Diklat Jabatan Fungsional PMB Kategori Keterampilan;
dan

Diklat Jabatan Fungsional PMB Kategori Keahlian.

Pasal 4

Diklat Teknis SDM Bidang Pengujian Mutu Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi menjadi

6 (enam) rumpun, sebagai berikut:



